
Menimbang

Mengingat

BT'PATI II)MBOI( UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PEf,UITJUK PELAKSAITAAIT PERATT'RAIT DAERAH
XABT'PATEIY T,OMBOK UTARA ITOMOR 2 TATIUIY 2016

TEIITAJYG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BUPATI LOMBOK UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
Pasal 1O ayat (21 dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten tombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pengaru sutamaan Gender;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);
Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi
Dalam Pekerjaan dan Jabatan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundalg-Undangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l
Nomor" 82, Ta-mbaJraa Lembar:an Negara- Reprrtrlik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O19
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarll.bahala
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubairran Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah {kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114., Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor6402l;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
zUUa tentang Pedom€rn Umum Peiaxsanaan
Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2OO8 teniang Pe<ioman ijmum Peiaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2O14 tentang
Pcdorlarr Pcrry eicnggar aari Sistcru DaLa Gcrrrjer'rial
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1429);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
,o--:+^ f,r^-^-^ D^-.-l-t:t- r-l--^^:^ 

"r^L..- 
.tn i E

lrjgr ILC|. rrE6dua. \EP r.r r,rurl, ur\lvllg-ra r cLurl_rr z.\, rt),
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentrrkan Prodr tk Httkrtm Da.erah (Rerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten lombok Utara Tahun 2016 Nomor 2,
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Tambahan Ifmbaran Daerah Kabupaten Iombok
Utara Nomor 53);

14. Peratur€rn Lraerah Nomor 15 'l-'ahun 2ulb tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten lombok Utara Tahun 2O16 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten l,ombok
ijiara iiomor 89);

MEMUTUSI(AN:

rYrEI-lc LaPKiirr r gI\fI I U IAnrI I'U TA I 1 T T,iI I AI{U rD i U i\L' Uii |.iiL^iiijAi{AAi\i
PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAE} I
KETENTUAN UMUM

Elaoioa V
Pengertian

Pasal 1

Dalam Pera.tr-rra,n Da,erai ini 5ra_ng dimalsud denga:r :

1. Daerah adalah Kabupaten l,ombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah ke4'a di tingkat

Kecamatan dalam Ihbupaten Lombok Utara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

6. Badan Perencanaan Pembanzunan Daerah yang selan_iutnya disebut
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lombok Utara.

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat daerah Kabupaten lombok Utara.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutrrya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
lombok Utara.

9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten lombok Utara.

10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penJrusunurn, pelaksanaan, pemantauan, darr
evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan
dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakatdan sesuai
perkembangan ?:;malr.

12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-halnya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipa.si dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
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budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikrnati hasil
pembangunan.

13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap
la lc-la-l<t dan perempr r arr dala.m mmhalgrrnan

14. Analisis Gerrder adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami
pembagian kerja/peran laki-laki dan perernpuan, akses kontrol terhadap
sumber-sumber daya pembangunan, pa.rtisipa.si dalam proses
pembangunan, dan manfaat yang mereka nilsnati, pola hubungan antara
laki-laki dan perempuan vans timpang. yang di dalam pelaksanErann1r'a
memperhatikan faldor l,ainnya seperti keLas sosial, ras dan suku bangsa.

15. Perencanaan Responsif gender yang seanjutnya disingkat pRG adalah
perenc€maan untuk mencapa.i kesetaraan dan keadilan gender yang
dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
poGnsi dan penvelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah
penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang bera.sal dari berbagai
sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

17. Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender yang selanjutnya
disingkat PPRG adalah suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para
perencana pada OPD, sebagai wujud adanya komitmen para pengambil
keputusan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat
bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

18. Gender Budget Statem.ent yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender
terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan
pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan
gender.

19. F@al Fomt PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk
melakukan pengiarusutamaan gender di unit kedanya masing-masing.

20. Kelompok Ke{a Pengnrusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Po\ia
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak
pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

21. Hari adalah Hari Ke$a.

Bagran Keciua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang iingicup Peraturan Bupati ini meiiputi :

a. kelembagaan dan mekanisme kerja PUG;
b. rencana kerja OPD berperspektif gender; dan
c. bentuk dan tata cara pemberian penglrargaan dan sanksi.

BAB II
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA PUG

Bagian Kesatu
Kelemhagaan PIIG

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Femerintah Daerah dalam pel,aksanaan PUG membentuk Kelembagaen pUG
yang terdiri dari :

a. Po$a PUG;
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b. Tim tekrris; dan
c. Focal point.

Paragral 2
Polia PUG

Pasal 4

(U Strulrtur Po$a PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri
atas:
a. Kepala BAPPEDA sebagai Ketua;
b. Kepala Dinas sebagai Selrretaris; dan
c. seluruh Kepal,a OPD sebaeRr anggota.

(21 Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
a. memDromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masine-masing OPD;
b. melalsanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada OPD dan/atau

Kepala Desa;
c. menJrusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya PPRG;
e. menyusun rencana keria POKJA PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. menyusun Prolil Gender daerah;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing OPD;
j. menetapkan tim telcris untuk melakukan analisis PPRG;
k. menyusun Renca-na Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Poitt. di

masing-masing OPD.
(3) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten sebagaimana dimalsud

pada ayat (2) huruf k paling sedikit memuat;
a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d. penguatcrn peran serta masyarakat di daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Po$a
PUG memiliki fungsi :

a. mengidentifikasi dan mengftaji isu gender, isu -isu strategis gender dan
data gender pada masing-masing OPD;

b. mengemba:rgfan komunikasi, inblmasi dan eelukasi untuk PUG'
c. mengembang[an model PPRG pada masing-masing OPD;
ci. menyeriiai<an bahan masui<an [agi perumusan kebijaimn puu;
e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG pada

masing-masing OPD; dan
f. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG.

(5) Penetapan Polia PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Selain tugas dan fungsi sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 4, Po\ia PUG
memiliki 2 (drla! peran yaihr :

a. diuer; darr
b. seruice.

l2l Peran diuer dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan
melalui koordinasi internal yang dilaksanakan oleh :

a. BAPPEDA sebagai penggerak yang asikan PRG:
b. BPKAD sebagai penggerak yang mengkoordinasikan dan melakukan

superuisi ARG;
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c. Dfulas sebagai penggefak dan memberikan bantuan teknis subtalsi
PUG;

ri. Inspei<torat sebagai penggerak supervisi cian evaiuasi ppRG.
(3) Peran seruice sebogaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan

oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Tim Teknis

Pasal 6

(1) Tim Teknis sebag:imana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, beranggotakan
aptualur yanrg, ruclrairanui ilraiisis PFRG.

(21 Dalam pelaksanaan PUG, Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
memiliki tugas meliputi :

a. melakukan telaahan dan analisis gender PPRG;
b. melakukan advokasi PUG;
c. menliapka.r iaiicangaii kebijakan impiementasi PUC;
d. menlapkan implementasi strategi PUG pada setiap OpD;
e. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
f. menyiapkan bahan pelaporan Polg'a PUG.

D^5ffif ?,1

Focal Point PUG

(1) Foca! Pcint FLIG sebaga:rnana dimaksud dala:n pasa! -? huruf c,
berkedudukan di OPD dan terdiri dari pejabat atau staf yang membidangi
tugas perencanaan atau program pada OPD.

(21 FocoJ Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai tugas :

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit keqia;
h memfasilita.si peny.r.sr-rnan Renca.na Kerja. OPD, RKA da-n DPA OPf)

yang responsif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan

gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD dan
lingkungan masyaralat sesuai tugas dan fungsinya;

d. mendorong pelaksanaan analisis sender terhadap keb!1'akan. program
dan kegiatan pada unit kerja;

t :-:a--:!,'.--i -^----.--.-^- ,,^.- ---J^- --r- .\air\. r^--r,. llrglrlliLlmt Nrr lJrrry lrlrurrirlr uar.L<i. Bglfuea paUa \raii; Oa.i1
g. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD..

(3) Penatapan Foul Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipilih
dan ditetapkan dengan keputusan Kepata OPD.

ts,g,ian Kedua
Mekanisme Keq'a PUG

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Mekanisme ke!'a PUG sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3, meliputi :

a. perencanEan;
r- -^t^1.^^-^^-.rr. P\,tq-<!oq,r aa.a,r .r,

c. monitoring dan evaluasi; dan
d. pelaporan. t

Pasal 7



VarAraf 2
Perencanaan

Pasal Q

(t) Dalam pelaksanaan periencanaan sebagaiamana dimaksud dalam pasal g
huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menJrusun kebijakan ppRG.
Penyusunan kebljakan sslegaimana dikmaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui analisis gender dan dapat berke{a sama dengan lembaga
Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis
lain.

(2t

(3)

Pasal 1O

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)
dituangkan dalam penyusunan GBS.
Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OpD dalam
men-vllslln kqrengka eclran ke.gietan rlan mgnrnakan hagian yang tak
terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

(2t

Paragraf 2
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
dilakukan melalui :

a. integrasi gender dalam dokumen PRG; dan
b. integrasi gender dalam dokumen ARG.

(21 Pelaksanaan integrasi gender dalam dokumen PRG sebagaiamana
dimaksud pada ayat (1) huruf a" meliputi :

a. integrasi gender dalam RPJMD;
b. integrasi gender dalam RKPD;
c. integrasi gender dalam Renstra OPD; dan
d. integrasi gender dalam Renja OPD.

(3) Integrasi gender sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), ditakukan
mengikuti prosedur penyusunan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(41 Dalam hal integrasi gender dalam dokumen PRG sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), telah lebih dulu disusun sebelum dilakukan analisis gender,
maka integrasi gender dapa.t dilakukan pada saat mid term revieut pada
pertengahan berlakunya dokumen PRG.

(U Pelaksanaan Integrasi gender dafam dokumen ARG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1l ayat (f ) huruf b, meliputi :

a. karakteristik ARG;
b. GBS / Pernyataan Anggaran Gender;
c. integrsi gender dalam KUA-PPAS; dan
d. integrasi gender dalam RKA OPD.

(21 Ikrakteristik ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
meliputi:
a. bukan merupakan anggaran terpisah bagi laki-laki dan perempuan;
b. rbi<us pacia kesetaraan gencier cian t,uc ciaiam semua aspek

penganggaran;

v
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Pasal 12



c. meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi OpD yang membidangi
urusan pemberdayaan perempuan;

d- monitoring dan evaluasi berar5-a Pemerintah Daerah dilakukan dengan
rcsponsrf gender';

e. meningkatkan efiektifitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapa.i
kesetaraan gender dan pengembangan Sumber daya manusia;

f. menekankan pada perioritas dari pada meningkatkan keseluruhan
belanja Pemerintah Daerah; dan

g. melakukan reorientasi dari orogram-program pUG.
(3) Karakteristik ARG sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), menjadi acuan

dalam pengintegrasian ARG ke dalam Anggaran Kinerja.
(4) Anggaran Kineq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

a. anggaran khusus target gender;
b. anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan gender; dan
c. anggaran yang PUG pada semua bidang pembangunan.

(5) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar OpD
dalam menyusun kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat(2).

(6) Integrasi gender dalam dokumen KUA-PPAS dan dokumen RKA OpD
sgfagaimen6 dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, disusun
berdasarkan GBS pada masing-masing OPD.

Pasal 13

l) Setiap OPD menyiapkan KAK yang responsif gender.
2l KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan GBS hasil

analisis gender masing-masing OPD.

Paragraf 3
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

(l)

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan
oleh masino-ma gin g OP't-)
Pelaksanaan monitoring sebageimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Tim Teknis dan dibantu oleh Focal Point dengan menggunakan
instrument yang diteta.pkan dengan Keputusan Bupati.
Pelaksanaan monitoring pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan setiap 3 (tisa) bulan sekali pada tahun anggaran berjalan atau
sewaktu -waktu jika diperlukan.
Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada
Ketua Potia PUG paling lama 10 (sepuluh) hari ke{a setelah kegiatan
monitoring dilakukan.
Berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), Po\ia PUG melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ppRG.
Pelaksanaan Evaluasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (5), dilakukan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 15

(l) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, dilakukan oleh :
a. OPD;dan
b. Po\ia PUG.

P



{2)

(3)

(4)

(U

(21

sehap oPD sebaga.imana rlirnaksud pada ayat (l), wajib melaporkan hasil
pelaksanaan PPRG pada wilayah kerjanya kepada Bupati.
Pelaporan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilalarkan setia.p akhir tahun angga_r"arr
la.poran pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada (3) merupakan
satu kesatuan dengan laporan perencanaan dan realisasi anggaran- pada
masing- masing OPD.

(1) Pelaksanaan PPRG pada OPD di daerah, difokuskan pada integrasi gender
dalam Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, sebagai
dasar dalam penJrusunan angg{rran yang responsif gender.

(21 Ketentuan mengenai Mekanisme Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis
terhadap mekanisme integrasi gender dalam Renja OpD.

(3) Tata cara Integrasi gender dalam Renja OPD sebagaimana dimaksud pa.da
ayat l2l, tercantum dalam Lampirafl yaflg merupakan bagran yaflg tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RENCANA KERJA OPD BERPERSPEKTIF GENDER

Pasal 17

Pasal 18

(1) Pelyusunan Rerrja OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1),
dilakukan melalui analisis gender 5slagimana dimaksud dalam pasal 8.(2i Penyusunan Anaiisis gencier sebaga..imana <iimaksuci pacia ayat ii),
dilaksanakan dengan mengacu pada :

a. isu gender;
b. isu strategis gender; dan
c. data pembuka wawasan.

(3) isu 6c,ticr 56i.rtsairtra,a tiiruaksuti patia ayai (2i irur.ui a, rner upakari
pokok permasalahan dimana terdapat ketimpangan terkait dengan
relasi/kondisi laki-laki dan perempuan, dengan kriteria meliputi:
a. menyangkut relaei/kondiei laki-laki dan perempuan;
b. adanya ketimpangan kondisi (perbedaan akses, peran/partisipasi,

!---4- t r^- 
-^-a-^+! ^-.^-^ t^t-: r^r-: J^-L\rtlLl(,l \raur ur.Lrrrcr.a.t, o,ir i.iiiii ici^-r-iaijii ilaf.I irei'empuan;c. adanya rasa ketidak adilan yang dialami laki-laki dan perempuan

(marginalisasi, sub ordinasi, stereot5pe, beban ganda dan kekerasan)
baik dalam bentuk maupun akibat yang ditimbulkan; dan

d. ada unsur pengaruh interpretasi agama, penguasaan ilmu
nengetahrran, hrldaya dan kqhija.kan

(5) Isu strategis gender sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) huruf b,
merupakan gambaran situasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
sebagai dasar bagi perubahan yang diintervensi, dengan kriteria meliputi :

v

Pasal 16

Pelaporan Po(ia PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (l)
huruf b, dilakukan oleh Ketua Po\ia pUG dan dilengkapi dengan hasil
monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud datam pasal 14, kepada
Bupati paling Lama 15 (tma belasl hari setelah tahun an8qaran berkenaan
berakht atau sewal<tu-waktu jika diperlukan.
Laporan hasil pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi acuan bagr pengambilan kebijakan dalam rangka peiUaitan
pelaksanaan PPRG pada tahun berikutnya.



a. memiliki cakupan yang lebih luas dari isu gender (dirasakan oleh
banyak orang di banyak tempat pada daerah);

b. mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan;
c. penyelesainnya akan berdampak posifif bagi istr gender lainnya;
d. berorientasi pada perubahan sistematik.

(6) Dalam perumusan isu gender dan isu strategis gender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terhadap suatu program atau
kegiatan dilakukan melalui tahapan :

a. identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender:
b. identilikasi factor penyebab kesenjangan gender;
c. identifikasi factor pendukung isu gender dan isu strategis gender; dan
d. dirumuskan dalam kalimat negatif.

l7l Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus vang
tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, dan memiliki fungsi :

a. 5s$agai database (data dasar) untuk mengungkapkan kesenjangan
antara perempuan dan laki-laki;

b. sebagai informasi yang dibutuhkan bag semua pihak untuk
mewuj udkan kesetaraan gender;

c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
d. sebagai input untuk melakukan analisis gender;
e. identilikasi maselah, membangun opsi dan memilih yang paling efektif

untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi laki-laki dan
perempuan;

f. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap laki-Iaki dan
perempuan.

(8) Bentuk data pembuka wawasan yang digunakan adalah data terpilah yang
berisi informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia,
tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status
perkawinan, dan status ekonorni.

(9) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi inti dalam
menghasilkan Statistik Gender atau data gender.

(lO) Tata cara pelaksanaan dan pengelolaafl data gender sebagimana dimaksud
pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 19

(U Bupati dapat memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan
PPRG

(21 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dapatberbentuk:
a. piagam ; dan/atau
b. pemberian tambahan anggiaxan.

Bagian Kedua
Bentuk Sanksi

Pasal 20

(1) Setiap OPD yang mel,anggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l2 a_vaf (1), ayat (2.1. ayat (3!, a_vat (4), a-vat (.5!, a_vat (6!, ayat (7!, Pasal
13 ayat (l), Pasal 15 ayat {l) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

v

BAB III
BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI



Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Pasal 2O

(1)

(2t

(3)

Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 dan Pasal 19, diberikan berdasarkan hasil reviu PPRG oleh APIP.
Berdasarkan hasil reviu PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP
memberikan rekomendasi kepada TAPD.
Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
penghargaan dan/atau sanksi dalam bentuk penambahan dan/atau
pengurangan anggarErn, TAPD melakukan proses terhadap penganggaran
pada tahun berikutnya.
Tata Cara Reviu PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

(4)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangfuan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten L,ombok Utara.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ao 3auar, 2r>R

4BuPATr 
LouBoK UTAR ,, Y

t
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal :O Canran zOZO

. SEKRETARISDAERAII
XABT'PATEN I,()UBOX UTARA+

/e,? 
-

H. SUARDI

H. NA.'}IUL AKITYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN I.OMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 1

(21 Sanksi administratif ssgagaiman€r dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pengurangan anggaran.

Pasal 2 1



Lampiran : Peraturan Bupati l.ombok Utara
Nomor :1Tahun2020
Tanggal ; 2Q Jaruai' 2o2o
Tempat : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Pengarusutamaan Gender.
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Intograsl Gendor Dalam RenJa OPD

STRUKTUR RENJA OPD LANGKAH INTEGRASI GENDER GAP
(LANGKAH 1-9)

Program/Kegiatan OPD Urusan Pemerintahan Daerah nama bidan urusan erintahan daerah
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode renstra

OPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD, atau
yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kine4'a
kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharakan langsung dapat
dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik yang
diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolak
ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari
suatu kegiatan. Indikator kinerja kegaitan yang memuat ukuran spesilik
secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan
dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah jika kegiatan
tersebut berupa fisik maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume
hasil kegiatandengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan
indikator serta kerangka kerja logis sejak dari input, kegiatan, keluaran,
hasil dan dam

Indikator
kine{a
(Langkah 9)

l,okasi Lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana yang penentuannya mengacu
pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan
dan laki-laki atau penduduk rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi
harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan genderatau prevalensi
kasus berbasis ender

Rencana Aksi
(Langkah 7)

Capaian Target kinerja capaian program / kegiatan pada tahun rencana yang
memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang
akan dica dari am.

Indikator
kineg'a
(Langkah 9)

Target
Kine{a



Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan
tersebut melibatkan perempuan dan lakilaki, tetapi jika hasil dari
program/kegiatan tersebut berupa fisik maka target kine{anya
disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik
tersebut dengan rnempetimbangkan aspek konsistensi dan rumusan
indikator dengan kerangka kineria logis,

Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif

Jumlah Dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada
tahun rencana.
Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikunya dari tahun anggaran
yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang
telah disetujui untuk setiap program/kegiatan yang mempertimbangkan
aspek ekonomi, efisien dan efektif.

Sumber Dana Diisi dengan obyel< pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan
program/kegiatan, antara lain :

PAD terdiri dari: P4jak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan , lain-lain pendapatan asli daerah yang
khas.
Dana perimbangan terdiri dari : dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan
pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas : pendapatan hibah,
dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah
lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari
provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
Penerimaan pembiayaan, terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,
penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah.
Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah
sesuai dengan kewenangan daerah.



Catatan Penting Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan
Ianjutan, program / kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas
hasil analisis kebutuhan, dsb) dengan tetap mengacu pada analisis gender
yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.

Data pembuka
wawasan, isu
gender, isu
strategis gender,
reformulasi,
Tujuan dan
Rencana Aksi

Prakiraan Maju
Rencana Tahun

Target
Kine{a

Capaian Target kineda terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan
maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana dengan
mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program/kegiatan tahun
sebelurnnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan
gender.

Data Dasar
(Langkah 8)
Indikator
kinerja
(lanekah 9)

Dana/Kebutuhan
Pagu Indekatif

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program / kegiatan
prakiraan maju, dengan mempertimbangakan aspek ekonomis, efektif dan
efesien.
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